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PRESIDEN
REPUBLIK iINDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH RFFUZLIK INDONESIA
NOMOFK 69 1AFUN 2001 "
T=NTANG
KEFELABUHANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemeriniah

Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;

b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kepelabuhan perlu

untuk ditata dan diatur kembali agar sejalan dengan otonomi

daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan;

1. .Pasal 5 ayat (2) Undang-tJndang Dasar 1945 sebagaimana telah

diubah dcng;an Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

g Undang-undéng Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nowor 98,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

"Dacrah (Lembzran Negsra Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 60, Tampahan Lembaran Megara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintal Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3348);

6. Peraturan ...
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Peraturan “emerintah Nomor 12 Tahun k398 tentang Perusahaan
Perseroar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomoi 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang

. Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor °
4101);

Peraturan Pemerintah Nomor-25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang
dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan pénunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam
melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,
keamanan dan Kketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang
dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra

dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah,

2 Dal.t..t-.
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Pel:buhan Umum adalah pelabuhan yang diseienggarakan untuk
kepentingan pelayanan ruasyarakat umum,

Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan
batas-batas yang jelas, diiengkapi dengai fasilitas bongkar muat,

lapangan penumpukan dan gudang seria prasarana dan sarana

angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi

sebagai pelabuhan umum;

Pelabuhan Khusus adalah -pelabuhan yang dikelola untuk

- kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;

10,

11.

12.

Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya
persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan
dan kepelabuhanan,

Penyelenggara Pelabuhan Umum adalah unit pelaksana teknis/
satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;

Pengelola Pelabuhan ‘Khusus adalah Pemeriniah, Pemerintah
Propinsi, - Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum
Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus;

Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan adaiah unit
organisasi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;

Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk
mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum;

Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh
negara dan/atau daerah dan/ atau swasta dan/atau koperasi;

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan
daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara
langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;

13. Daerah ...
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Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabghan adaiah wilayah
perairan di sekeliling daeran lingkungan kerja perairan pelabuhan
umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan

pelayaran;

“Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepela-

buhanan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi,
klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan
antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya,

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat,

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pelayaran;

Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi
Daerah; '

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi
Daerah, -
Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi-

Daerah.

BAB II
TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL

Pasal 2

(1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan

pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan
pelayanan  jasa  kepelabuhanan, pelaksanaan  kegiatan
pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara

terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai
dengan tingkat kebutuhan,

(2) Pelabuhan ...
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Pelabuhan sebagaimana dimaksud daiar-ayat (1) ditata dalam
satu kesatuan taianan kepelabuhan nasional guna mewujudkan
penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan
tinggi, menjamin efisiensi nasionzl dan mempunyai daya saing
global dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan

daerah.

Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. '

Pasal 3

Penyusunan Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memperhati-
kan :

tata ruang wilayah,

sistem transportasi nasional;

pertumbuhan ekonomi : '

pola/jalur pelayanan angkutan laut nasional dan internasional;

A O TR

e. kelestarian lingkungan;
f. keselamatan pelayaran; dan

g. standarisasi nasional, kriteria dan norma.’

Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi,
klasifikasi, dan jenis pelabuhan. ‘

Pasal 4
Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
a. angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut,

b. angkutan sungai dan danau yang selanjutnya  disebut
pelabuhan sungai dan danau;

c. angkutan ..,
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c. angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan
penyeberangan. ' ' ‘
(2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) merupakan : '
a. simpul dalam jumgan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
 b. pintu gerbang kcguta.n per-‘konom:an dacrah, nasional dan -
internasional;
c. tempat kegiatan alih moda transportasi,
d. penunjang kegiatan industri dan perdagangan;
e. tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.
(3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2), diarahkan pada pelayanan :
a. kegiatan pemerintahan;
b. kegiatan jasa kepelabuhanan;
c. kegiatan jasa kawasan;
d. kegiatan penunjang kepelabuhanan.
(4) Pelabuhan menurut klasifi%asinya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan :
a. fasilitas pelabuhan;
b. operasional pelabuhan;
c. peran dan fungsi pelabuhan, _
. (5) Pelabuhan menurut jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) terdiri dari :
& pelabuhan” umum yang . digunakan untuk melayani
kepentingan umum,;

b. pelabuhan khusus yang digunakan untuk kcpcntmgun sendiri
guna menunjang kegiatan tertentu.

Pasal 5

(1) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. pelabuhan ...
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a. pelabuhan internasicial hub merupskan pelabuhan utama
primer,

b. pelabulian internasional merupakan pelabuhan utama
sekunder;

c. pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersicr;

d. pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan .
primer; |

e. pelabuhan lokal rrierupakgn pelabuhan pengumpan sekunder.

Hirarki peran dan fungsi pelabuhan penyeberangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara;

b. pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;

c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota.

Hirarki peran dan fungsi pelabuhan khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b terdiri dari :

a. pelabuhan khusus nasional/internasional;

b. pelabuhan khusus regional,

¢. pelabuhan khusus lokal.

Pasal 6
Pelabuhan internasional hub yang merupakan pelabuhan utama
primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
ditetapkan dengan memperhatikan : '
d. kedekatan dengan pasar interna.si'onél;

b. kedekatan dengan jalur pelayaran internasional;

c. kedekatan dengan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia;
d. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang

internasional;

e. memiliki ...
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memiliki jarak tertentu dengan pelabithan internasional hub

" lainnya,

memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari
gelombang dcagan luas daratan dan perairan tertentu,

volume kegiatan bongkar muat.

(2) Pelabuhan internasional yang m.erupakan pelabﬁhan utama

sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

ditetapkan dengan memperhatikan :

a.
b.

C.

’ e

kedekatan dengan jalur pelayaran nasional dan internasional;
sebagai tempat alih muat penumpang dan barang naSionai;
mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan internasiona!
lainnya; .
memiliki kondisi teknis pelabuhan yang ierlindung dari
gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;

volume kegiatar bongkar muat.

(3) Pelabuhan nasional yang merupakan pelabuhan utama tersier
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ ditetapkan
dengan memperhatikan :

a.

kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pcmbangﬁn-
an nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah;

sebagai tempat alih muat penumpang dan barang nasional dan
bisa menangani semi kontainer,

mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan nasional lainnya;

mempuhyéu' Jarak tertentu terhadap jalur/rute lintas pelayaran
nasional;

memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari
gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;

kedekatan dengan jalur/lalu lintas pelayaran antar pL;Iau ;

g. berada ,..
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bereda (Jekat) dengan pusat pertumibsithan wilayah ibu kota
Kabupaten/Kota dan kawasan pertumbuhan nasional;

volume kegiatan bongkar muat.

(4) Pelabuhan regional yahg merupakan pelabuhan pengumpan
primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d
ditetapkan dengan memperhatikan :

(8)

f.

kebijakan Pemerintah yang menunjang ﬁus&t pertumbuhan
ckonomi; ' |
propinsi dan pemerataan pembangunan antar propinsi;
bérfungsi sebagai tempat pelayanan penumpang dan barang
inter Kabupaten/Kota; e
memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan regional lainnya; -
memiliki kondisi teknis pelabukan yang terlindung dari_
gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu; |
volume kegziatan bongkar muat.

Pelabuhan lokal yang merupakan pelabuhan penguinpan
sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e
ditetapkan dengan memperhatikan :

a.

- volume kegiatan bongkar muat.

kebijakan Pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan
ekonomi; ) '
Kabupaten/Kota dan pemerataan serta meningkatkan pem-
bangunan Kabupaten/Kota,

berfungsi untuk melayani penumpang dan barang antar
Kecamatan dalam Kabupaten/Kota tcrhadhp kebutuhan moda
transportasi laut dan/atau perairan;

. memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari

gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;

Y

Pasal 7 ...
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Pasal 7 La

Pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diteiapkan
dengan xﬁcmpcrhatikan fungsi jalan yang dihubungkannya yaitu
jalan nasional dan jalan antar Negara. | |

Pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Koia sebagai nana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan d¢ agan
memperhatikan fungsi jalan yang dihubungkannya . yaitu jalan
Propinsi.

Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota sel agai-
mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ diietapkan d ngan
memperhatikan fungsi jalan yang dihubungkannya yaitu jalan
Kabupaten/Kota.

Pasal 8
Pelabuhan khusus nasional/internasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
a. bobot kapal 3000 DWT atau lebih;
b. panjang dermaga 70 M' atau lebih;
kedalarnian di dep&n derm&ga - 5 M LWS atau lebih;

- menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan beracun
(B3); '

e. melayam kegiatan pelayanan lintas Propinsi dan Internasional,

a e

Pelabuhan khusus regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria :

. bobot kapal lebih dari 1000 DWT dan kurang dari 3000 DWT;
b. panjang dermaga kurang dari 70 M, konstruksi beton/ baJa,

¢. kedalaman di depan dermaga kurang dari - 5 M LWS;
d

. tidak menangani pelayanan barang-barang berbahaya dan
beracun (B3);

¢. melayani ..
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" e. melayani kegiatan pelayanan lintas Kn_bupatcn/ Kota calam
satu propinsi.
(3) Pelabuhan khusus lokal sebagaimana dimeksud dalam Pasal 5 ayat
~(3) hur«f ¢ ditetapkan dengan kriteria :
a. bobot kapal kurang dari 1000 DWT;
b. panjang dermaga kurang dari 50 M' dengan konstr: ksi kayu;
c. kedalaman di depan dermaga kurang dari - 4 M LW S,
d. tidak menangani pelayanan barang berbahaya d:n beracun

(B3); )
c. melayani  kegiatan  pelayanar  lintas daam  satu
Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1) Pélabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)
huruf a, diselenggarakan oleh :

a. Pemerintah yang pelaksanaannya dapat dilimpatikan kepada
Badan Usaha Milik Negara;

b. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang pelaksanaan-
nya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat-(5)
huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Indonesia.

(3) Pelabuhan khusus merupakan pelabuhan yang dikelola untuk
menunjang  kegiatan tertentu yang ditetapkan . dengan
memperhatikan:

a. kebijakan pemerintah untuk menunjang perekonomian;
b. berfungsi untuk melayani angkutan bahan baku, hasil
produksi, dan peralatan penunjang produksi sendiri;

. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan umum;
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d. memiliki kondisi. teknis pelabuhane:yang terlindung dari
gelombang dengan luas daerah daratan dan perairan tertentu.
(4) Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus menurut penggunaan-
nya dibedakan atas : _
a. pelabuhan yang terbuka untuk perdaga 1gan luar negeri,
b. pelabuhan yang tidak terbuka untuk pe dagangan luar negeri. -

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan peran dan fungsi,_
klasifikasi, jenis dan hirarki pelabuhan sebagei nana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Keputusan M :nteri.

Pasal 11

(1) Menteri melakukan pembinaan kepelabuianan yang meliputi
aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap
kegiatan - pembangunan, pendayagunaan dan pengembangan
pelabuhan guiia mewujudkan Tatanan Kepelabuhanan Nasioral.

(2) Kegiatan pengaturan se“sgairiana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi kegiatan penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
(3) Kegiatan pengawasan scba_gaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi :
a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembarigunan,
operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
—b.. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangun-
an, operasional dan pengembangan pelabuhan,
(4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi : ‘
. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan
pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;

dan

b. pemberian ...
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b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat
mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa
kepelabuhanan.

(5) Untuk kelancaran pclaksﬁha&n perbinaan kepelabuhanan oleh
Menteri sesbagaimana dimeksud da!im ayat (1), dapat meminta
Gubernur untuk melakukan koor: inasi terhadap pengelolaan
pelabuhan dan beberana kewenans in yang diserahkan kepada
Bupati/Walikota sebagaimana dimal sud dalam Pasal 14 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan a; at (2), Pasal 21 ayat (2) dan
ayat (5), Pasal 25 ayat (3) dan ayat {« ), Pasal 26, Pasal 28 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1),
Pasal 44 ayat (3), Pasal 45, Pasal 5( ayat (1), Pasal 53 ayat (1), -
Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), P=sal 60 ayat (1), dan Pasal 65
ayat (2).

: BAB 1II
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN,
DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN
Bagian Pertama
Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 12

(1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan pada Tatanan Kepelabuhanan Nasional, setelah
mendapat rekomendasi dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya terhadap keterpaduan

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi  dan
Kabupaten/Kota.

(2) Lokasi ...
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(2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.

(3) Dalam penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud daiam
ayat (1), wajib memperhatiken aspek-aspek :
a. Tatanzn Kepelabuhanan Nasi inal,
b. Rencana Tata Ruang Wilays 1 Kabupaten/Xota dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Propinsi
kelayakan teknis;

a o

kelayakan ekonomi;

o]

pertumbuhan ekonomi dan p. rkembangan sosial;

e

kelayakan lingkungan;
g. keterpaduan intre dan antar 1 10da;
h. adanya aksesibilitas terhadap hinterland;
1. keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
. § pcrtahanan dan keamanan riegara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mcngc;lai pedoman penetapan lokasi
pelabuhan sebagaimana diraksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 13
(1) Untuk  kepentingan penyelenggaraan  pelabuhan  umum,
- Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun rencana induk

pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). b

(2) Rencana induk pelabuhan disusun dengan memperhatikan ;

&. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Propinsi;

c. keamanan ...
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c. keamanan dan keselamatan pelayarany'=

d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di
lokasi pelabuhan;

e. kelayakan teknis, skonomis dan lingkungan; dan

f. perizinan te-kait yan; telah diperoleh.

(3) Rencana induk pelabuhe 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
meliputi :

a. rencana peruntukan !ihan; dan
b. rencana péruntuku‘. 1 erdiran.

(4) Rencana perurtukan labh in dan perairan pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam a‘ya! (8) untuk menentukan kebutuhan
penempatar. fasilitas  dan kegiaian operasional pelabuhan
meliputi : . |
a. kegiatan jasa kepelabuhanan,

b. kegiatan peinerintahan;
c. kegiatan jasa kawasan,
d. kegistan penunjang kepeiabuhanan.

(5) Rencana peruntukan lakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
huruf a, untuk penyediaan kegistan :
1) fasilitas pokok, antara lain :

a) dermaga; -

b) gudang lini 1;

c) lapangan penumpukan lini 1;

d) terminal penumpang;

e) terminal peti kemas;

f) terminal ro-ro;

&) fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;

h) fasilitas bunker;

1) fasilitas pemadam kebakaran;

j. fasilitas ...
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fasilitas gudang untuk bshan/kayang berbahaya dan
beracun (B3); '

fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana
Bantu Navigasi Fclayaran (SBNP).

2) fasilitas penu 1jang, antara lain :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

\

4

n)
D
)

k)

kawasan  erkantoran,

fasilitas p s dan telekomunikasi,

fasilitas p. riwisata dan perhotelan;

instalasi a r bersih, listrik dan telekomunikasi,
jaringan j lan dan rel kereta api;

jaringan ¢ ir limbah, drainase dan sampah;,
areal pen embangan pelabuhan;

tempat tunggu kendaraan bermotor;

kawasan jerdagangan;

kawasan industri;

fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat
rekreasi, olahrg.ga,jalur hijau dan kesehatan).

(6) Rencana peruniukan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) huruf b, untuk penyediaan kegiatan :

1) fasilitas pokok, antars lain :

a)
b)
c)
d)
e)

g)

alur peiayaran;
perairan tempat labuh;

kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak
kapal;

perairan tempat alih muat kapal,

perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang
berbahaya;

perairan untuk kegiatan karantina; '

perairan alur penghubung intra pelabuhan;

h. perairan ...
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h) perairan vandu,
1) perairan uniuk kapal pemerintah.
2) fasilitas penurjang , antara lain:

a) per iran untuk pengembangan pelabuhan jangka penjang;

b) per iran untuk fesilitas pembangunan dan pemeliharagn ~ ‘
kap _ |

c) per iran tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);

d) per: iran tempat kapal méti;

e) per:iran uniuk kcj:»crluan darurat;

f) per. iran untuk kegiatan rekreasi (wisata air).

Pasal 14

(1) Peayclenggara pelabuhan mengusulkan penetapan rencana induk
pelabuhaii kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
dengan kewénangannya.

(2) Rencana induk pc!abﬁhan untuk pelabuhan laut ditetapkan
‘sebagai berikut :

a. pelebuhan internasional hub, internasional, nasional
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomerdasi dari
Gubernur dan Bupati/Walikota; ’

b. pelabuhan regional ditetapkan oleh Gubernur setelah
mendapat rekomendasi dan Bupati/ Wahkota

c. pelabuhan lokal d:tctapkan oleh Bupati/Walikota.

(3) Rencana induk pelabuhan untuk pelabuhan penycbcrangan
ditetapkan sebagai berikut:

a. pelabuhan penyobcraxggm lintas propinsi dan antar negar '

ditetapkan oleh Mcnier:,; a:tﬁish mendapat rckomendﬁsi dan?-_. .

Gubernur dm Bupﬂﬁ'f'ﬁ'ﬁkata

b. pelabuhan ...
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b, pelabuhan penycberangan lintas Kablipaten/Kota. ditctapkan
oleli Gubernur sctclah mendapat rekomendasi dari Bupati/
Walikota; _

c. pelabuhan penycberangan lintas dalam Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Re 1cana induk pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam
m: netapkan  kebijakan  untuk  melaksanakan  kegiatan -
p< 1bangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai
de. gan peran dan fungsinya. -

o

Pasal 15

(1) Da am melakukan penetapan rencana induk pelabuhan sebagai-
mena dimaksud dalam Pasal 14, Menteri, Gubernur, Bupati/
W: likota melakukan penelitian terhadap aspek :

a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional,

b. ke.amanan.dan keselamatan velayaran;

c. rencara tata guna tanah dan perairan;

d. rencana kegiatan operasional pelabuhan jangka pendek,
menengah dan paniang; dan

¢. kelayakan teknis, ekoncmis dan lingkungan.

(2) Jangka waktu perencanaan di dalam rencana induk pelabuhan
meliputi : . . g
a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai

~ dengan 25 (dua puluh lima) tahun;

b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai
dengan 13 (lima belas) tahun;

c. Jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dertgan 10
(sepuluh) tahun,

(3) Penyelenggara ...
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(3) Penyelenggara Pelabuhan wajib melakukan kaji ulang selambai-
lnmbatnya setiap 5 tahun sekali terhadap rencana induk
pelabuhan jangka menengah dan jangkn panjang, dan apabilz ada
perubahen akan ditetapkan kembali oleh Menteri, Gubernur dan
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud |
dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan  penyelenggaraan pelabuhan  umum,
ditetapkan batas-batas daersh lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan rencana induk
pelabuhan yang telah diietapkan.

(2) Batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan umum ditetapkan dengan koordinat
gecgrafis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.

(3) Daerah lingkungaﬁ kerja pelabuhan umum, terdiri dari :

a. daerah lingkungan kerja daratan yang digunakan untuk
kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;

b. daerah lingicungan kerja perairan yang digunakan untuk
kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan
untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk

kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan,
tempat perbaikan kapal dan lain-lain.

(4) Daerah ...
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Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum merupakan
perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan
yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabu.ihan,
keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka
panjang, penempatan kapal reti, percobaan berlayar, kegiatan
pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliliaraan kapal.

Pasal 17

Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah
lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya., -
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan penelitian atas
usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap :
a. peta usulan rencana daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan yang dilengkapi dengan
titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut; |

o

kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran:
dan

c. kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 18

Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan

kepentingan pelabuhan laut adalah sebagai berikut :

2. Menteri menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kcpc?ntingan pelabuhan  internasional hub,

internasional, nasional setelah mendapat rekomendasi dari
Gubernur dan Bupati/ Walikota,

Gubernur menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah

lingkungan kepentingan pelabuhan regiona! setelah mendapat
rekomendasi dari Bupati/ Walikota;

2. Bupati ...
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c. Bupati/Waiikota menctapkan daerah:zlingkungar: kerja den
daeran lingkungan kepentingan pelabuhan lokal.

(2) Penctapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan penyeberangan adaialk sebagai herikut :
a. Menteri menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah

| lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan lintas
Propinsi dan antar Negara sctelah mendapat rekomendasi dari
Gubernur dan Bupati/Walikota; ‘ |
b. Gubernur menctapkan daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan lintas
Kabupaten/Kota setelah mendapat rekoinendasi dari Bupati/
Walikota,

c. Bupati/Walikota menetapkan ds2rah lingkungan kerja dan
daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan
lintas dalam Kabupaten/Kota.

(3) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan
pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan

kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 19

Penyelenggara pelabuhan umum .diberikan hak atas tanah dan

perairan untuk kegiatan kepelabuhanan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. B

Pasal 20

(1) Didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Penyclenggara Pelabuhan
mempunyai kewajiban :

a. didaerah lingkungah kerja daratan pelabuhan

1) memacano
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1) memasang tanda batas sesuai deagan batas-batas daersh
lingkungan kerja daratan yang telak ditetapkan;

2) memesang papan pengumuman yang meruat informasi
mengenai batas-batas daersh lingkungan kerja daratan
pelabuhan;

3) melaksanakan pengamanen terhadap asset yang dimiliki;

4) menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; '

5) menjaga kelestarian lingkungan.

@ di daerah lingkﬁngan kerja perairan pelabuhan : N

1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah
lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;

2) menginformasikan  mengenai  batas-batas  daerah
lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku
kegiatan kepelabuhanan;

3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;

@ menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur
pelayaran;

5) memelihara kelestarian lingkungan;

6) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki
berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

@ Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum
sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 16 ayat (4), Pemerintah,
Pemerintah  Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota  sesuai
kewenangannya berkewajiban :

a. menyediakan sarana banfu navigasi pelayaran;
b. menjamin keamanan dan ketertiban;
enyediakan dan memelihara alur pelayaran;
d., memelihara kelestarian lingkungan; dan
€. melaksanakan pengawasan dan pengendalian  terhadap
penggunaan daerah pantai,

Pasal 21 ...
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Pasal 21 s

Kegiatan membuat bangunen fasilitaz di sisi air di daerah
lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
hanya dapat dilakukan setelah mendapzt izin dari Menteri.
Kegiatan pengerukan dan rekiamasi di dalam daerah lingkungan
kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan .
hanya dapat dilakukan sctelah mendapat izin dari Menteri,
Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Izin rellamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, inter-
nasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat
rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat mengenai kesesuaian
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
harus memperhatikan :

a. keselamatan pelayaran; _

b. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;

¢. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

d. rencana induk pelabuhan; dan

e. kelestarian lingkungan.

Izin mendirikan bangunan fasilitas lain selain fasilitas di sisi air
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di daerah lingkungan kerja
pelabuhan  diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan setelah memperhatikan pertimbang-
an teknis dari penyelenggara pelabuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengerukan dan
reklamasi di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri,

Pasal 22 ..,



PRCSICEN
REFUBLIK INDCNESIA

=94

Pasal 22 o

Daratan hasil reklamasi, urukan dan tanah timbul di daerah
lingkungan kerja pelabuhan dimohonkan hak atas tanahnya oleh
penyelenggara pelabuhen sesuai peraturan perundang-undangan

yar.g berlaku.
BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PELABUHAN UMUM
Pasal 23

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum, wajib ber-
pedoman pada : l"_;

a. rencana induk pelabuhan; '_

standar disain bangunan, alur, kolam dan pei‘alatan pelabuhan;
standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan;

standar pelayanan operasional pelabuhan;

o

keselamatan pelayaran; dan
kelestarian lingkungan.

- o Qo0

Pasal 24

Rencana induk pelabuhan, standar disain bangunan, alur, kolam dan
peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan
pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, keselamatan

pelayaran, dan kelestarian lingkungan sebagaifnana dimaksud dalam
Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri,

Pasal 25

(1) Pembangunan pelabuhan umum dilaksanakan setelah memenuhi
persyaratan :

a. administrasi;

b. bukti ...



PRFSIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

bukti pengnzsaan tanah dan perairan;=

c. memiliki penetapan iokasi pelabuhan;

memiliki cencana incuk pelabuhan;

disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi,
kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan
konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam .
pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di
pelabuhan,; . _

studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :

1) kelayakan teknis yang meliputi :

a) hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidro-
oceanografi dan kondisi geoteknik;

b) hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah,
ukuran den frekuensi lalulintas kapal, rencana
penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur
‘pelayaran, dan kolam pelabuhan serta perairan pandu;

2) keiayakan ekoniomis dan atau finansial; 8.
3) kelayakan/kajian lingkungan, _
pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pengairan, untuk pembangunan pelabuhan sungai dan
danau.

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan. '

(3) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembé.ngunan scbagaimana
dimaksud ayat (2) untuk pelabuhan laut diberikan ole} :

a,

Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan
nasional; '

Gubernur untuk pelabuhan regional;
Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.

(4) Penetapan ..,
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(4) Penetapan Xeputusan Pelaksanaan Pemkangunan sebagaimana
dimavksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan penyeberangan
diberikan oleh : :

&, Menteri untul: Pelabuhan Penyeberangan Lintas Propinsi dan’
~ antar Negara;
b. Gubernur untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/
Kota;
c. Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas -
dalam Kabupaten/Kota.

(5) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan berdasarkan pedoman
teknis pembangunan pelabuhan yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri.

Pasal 26

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/
Kota dapat membangun pelabuhan umum baru berdasarkan kepada
Tatanan Kepelabuhian Nasional dan memenuhi ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

Penyelenggara pelabuhan umum dalam melaksanakan pembangunan
pelabuhan diwajibkan :

4. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang
kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan
berlayar dan kelestarian lingkungan;

b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah
lainnya;

C. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama
pelaksanaan pembangunan pelabuhan umum yang bersangkutan;

d. melaksanakan ...
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meiaksanakan pekeriaan pembangundit pelabuhan umum
sciambat-lambatnya 1 (satu) tahun stak Keputusan Pelaksanaan
Pembangunan diiztapkan;

melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan umum sesuai
denzan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan umum secara
berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai

kewenangannya.

Pasal 28

(1) Pengoperasian pelabuhan umum dilakukan setelah memenuhi

persyaratan :

© 4. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai

@)

)

dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25; ‘
b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang
dan barang;
pengelolaan lingkungan;
tersedia pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
memuiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis
pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan
sertifikasi yang diatur dengan Keputusén Menteri,

wn =

Dalam hal persyaratan seba_gaims.na dimaksud dalam ayat (1)

dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian
Pelabuhan,

Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian sebagmmana
dimaksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan laut, dlbcrlkan oleh:

&. Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional,
nasional;

b. Gubernur ...
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b. Gubernur untuk pelabuhan regional; <~
c. Bupati/Wzlikota untuk pelabuhan lokal.

(4) Penetapar Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) untuk pelabuhan penyeberangan,
diberikan oleh :

a. Menteri untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Propinsi dan
antar Negara,

b. Gubernur untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/
Kota, '

c. Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Penyeberangan lintas dalam
Kabupaten/Kota. :

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengoperasian
pclaﬁuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.

~ Pasal 29

(1) Pelabuhan Umum dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasi-
annya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan

tingkat tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhar:-
an dan lalu lintas angkutan laut.

(2) Atas usul Penyelenggara Pelabuhan laut dapat ditetapkan
pelayanan operasional 24 jam oleh :

a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelabuhan
internasional hub, internasional dan nasional;

b. Gubernur untuk pelabuhan regional, .
c. Bupati/Walikota untuk pclabu.han lokal.

(3) Atas usul Penyelenggara Pelabuhan pcnyeberangap dapat
ditetapkan pelayanan operasional 24 jam olch ; '

a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk Pelabuhan
Penyeberangan Lintas Propinsi dan antar Negara;

b. Gubernur ...
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b. Cubernur untuk Pelabuhan PenyeberanZen Lintas Kabupaten/
Kota; '

c. Bupati/Walikota untuk Pelabuhan Penyeberangan Lintas
dalam Kabupaten/Kota.

.Penetapan pedoman operasional pelabuhan 24 jam sebagaimana

dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

_ Pasal 30

Persyaratan penetapan operasional pelabuhan 24 jam meliputi
a. kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu
navigasi pelayaran;

o}

kesiapan pelayanan pemanduan;

kesiapan fasilitas pelabuhan;

Ao

- kesiapan gudang di luar pelabuhan;

o

kce.rna_nan dan ketertiban,

f. kesiapan sumber daya manusia operasional dan tenaga kerja
bongkar muat;

2. kesiapan sarana transportasi darat; dan

h. rekomendasi dari pejabat pelaksana fﬁngsi keselamatan
“pelayaran,

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf
d dan huruf f, tidak berlaku bagi pelabuhan penyeberangan.

Pasal 31

Pelabuhan laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian
fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum
menjadi fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas

dan angkutan curah cair maupun curah kering setelah memenuhi
persyaratan.

(2) Penetapan ...
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Penetapan kemampuan fasilitas pelabuhars dari fasilitas untuk
melayani barang konvensional menjadi fasilitas pelabuhan untuk
melayani angkutan peti kemas maupun angkutan curah cair dan
kering ditetapkan oleh Menteri atas usul Penyelenggara Pelabuhan

laut.
Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah sebaga: berikut :
a. fasilitas untuk melayani angkutan peti kemas, adaiah ;
1) memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
2) memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas .
yang memadai,

3) kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal generasi ‘
pertama;

4) tersedianya peralatan penaaganan bongkar muat peti |
kemas yang terpasang dan yang bergerak;

5) lap&hgan penumpukan dan gudang khusus peti kemas;

6) keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi
on line baik internal maupun eksternal.

b. fasilitas untuk melayani angkutan cursh cair maupun curah
kering, adalah :

1) kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis
kapal;

2) tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah,;

3) kehandalan sistem operasi menggunakan jaringan
informasi on line baik internal maupun eksternal;

4) memiliki sistem dan prosedur pelayanan;

5) memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas
yang memadai. '
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses
peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Keputusan Menteri.

Pasal 32

Penyelenggara Pelabuhan umum yang iclg.h mendapatkan izin operasi

~ diwajibkan : _

a. mentaati peraturan pcfundang-un‘dangan dan ketentuan di bidang
pelayaran serta kelestarian lingkungan;

b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah
lainnya; : '

c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan
umum yang bersangkutan; dan

d. melaporkan kegiatan .operasional setiap bulan kepada Menteri,
Gubernur, Bupaﬁ/ Walikota sesusi kewenangannya.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN
DI PELABUHAN UMUM

Pasal 33

(1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan umum terdiri dari instansi
Pemerintah, -Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Hukum
Indoresia yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan yang

- berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang
dan barang,

(2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam aydt (1)
merupakan pemegang fungsi ;
a. keselamatan pelayaran;
b. bea dan cukai-
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d. karantina; o

e. keamanan dan keiertiban,

(3) Penyelenggara Pclabu'nan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan :

a. Unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan di pelabuhan

umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. Unit pelaksana dari Badan Uscha Pelabuhan di ‘pelabuhan
umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(4) Badan Hukum Indonesia scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan Badan Hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan

di pelabuhan.

Pasal 34

(1) Instansi Pemerintah di pelabuhan terdiri dari :

a. pelaksana fungsi keselamatan pelayaran, melakukan:

1)

2)

3)

5)

6)

penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar
pelabuhan;

penilikan terhadap pcménuhan persyaratan kelsiklautan

kapal;

penilikan pemanduan dan penundaan kapal serta
penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;

pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan
pelabuhan; |

pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan
kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pel'abuh-
an guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;

penilikan  terhadap pembangunan/pengembangan dan
pengoperasian pelabuhan.
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b. pelaksana fungsi bee dan cukai, melakukan pengawasan dan
pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan kepabeanan serta peraturan perundang-undangan
lain yang dibebankzn kepadanya;

c. .pelaksana fungsi imigrasi, melaxukan penilikan atas lalu lintas
orang dari dan atau ke luar negeri yang berkaitan dengan
keimigrasian;

d. pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang,

. tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan
kekarantinaan.

(2) Pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban umum di

M

@

(1)

pelabuhan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 35
Pelaksanaan fungsi keselamatan sebagaimana dimakcud dalam
Pasal 34 ayaf (1) huruf a pada pelabuhan yang penyelenggaraan-
nya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pelaksanaan fungsi keselamatan sebagaimana dirmaksud dalam -

Pasal 34 ayat (1) huruf a pada pelabuhan baru yang dibangun
oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota dilaksanakan oleh Pemerintah. '

Pasz_tl 36

Pelaksana kegiatan pemerintahan  dan  pelayanan jasa
kepelabuhanan dikoordinasikan oleh Pejabat pemegang fungsi
koordinasi yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/
Walikota sesuai dengan kewenangannya.
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(2) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. mengkcordinasikan kegiatan instansi Pemerintah terkait dan

kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan, guna menjamin
kelancaran tugas operasional di pelabuhan;

b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu

kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat

diselesaikan oleh instarsi Pcmefir;tah, Badan Usaha Pelabuhan

dan unit kerja terkait lainnya.

(3) Ketentuan lebih ianjut mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan
di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2}
diatur dengan Keputusan Menteri,

BAB VI
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
DI PELABUHAN UMUM

Pasal 37

| Pelayanan jasa kepélabuhanan di pelabuhan umum dilaksanakan oleh:

a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan di pelabuhan

umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota '

b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan umum
yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 38

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 meliputi : -

8. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas
kapal dan tempat berlabuh;
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pelayanan jasa-jasa yang berhubungan: dengan pemanduan
kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundasn kapal
laut; |

penyediaan dan jx,layanan jasa dermaga untuk bertambat,
bongkar muat barang dan hewan serta penyediasn fasilitas
naik turun penumpang dan kendaraan;

penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat
penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat
bongkar muat serta peralatan pelabuhan;

penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan
schubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut
dan industri; .-

penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu
kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, inctalasi
air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakarar;
penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering,
dan Ro-Ko;

penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa
kepelabuhanen, '

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud daiam ayat
(1) merupakan usaha pokok pelabuhan yang dimaksudkan untuk:

&.

b.

C.

kelancaran perpindahan intra dan/atau antar moda-transpor-
tasi, |

pusat kegiatan pelayanan; dan

pusat distribusi dan konsolidasi barang.

Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf ¢ dapat dilakukan secara khusus untuk
kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu a.tas.dasar

kerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan umum dengan
prinsip saling menguntungkan,
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pcn‘jcd.iaan dan
velayanan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

ditetapkan dengan Keputusan Menter:.

Pasal 39

Pelayanan jasa kepelabuhanan c.ii pelabuhan  umum  ysag
dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabul in
dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan.

Pelimpahan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimena
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kritecia
yang meliputi : '

a. aspek keuangan,

b, aspcl& operasional;

c. aspek fasilitas.

Keientuan Icbih lanjut mengenai pelimpahan jasa kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri. |

Pasal ;0
Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai
prasarana perikanan diatur dan ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang perikanan.
Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), dalam aspek kesclamatan pelayaran diberlakukan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini,
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BAB VII 5
USAHA KEGIATAN .
PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 41

(1) Dalam rangka menunjang keiancaran pelayinan jasa
kepelabuhanan di pelabuhan umum dapat diselengga akan usaha
kegiatan penunjang pelabuhan,

(2) Usaha kegiatan . penunjang pelabuhan sebagmman dimaksud
dalam ayat (1) terdiri dari :

a. kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelat than, dapat
meliputi :

1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk «epentingan
pengguna jasa pelabuhan;

2) kegiatan penyediaan kawasan industri;

3) kegiatan penyediaan kawasan perdagangan,

b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan,
yanrg dalam keadaan tertentu akan mempengaruhi kel&ﬁcaran
operasional pel.abuhan apabila tidak ada, dapat meliputi :

1) penyediaan fasilitas penampungan limbah;
Z) penyediaan depo peti kemas;
3) penyediaan pergudangan.

c. kegiatan yang dapat membantu kelancarén pelé.buhan dan
tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan,
apabila tidak ada, dapat meliputi -

1) kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan
telekomunikasi;

3) penyediaan sarana umum lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai . usaha kegiatan penunjang
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Pasal 42

Usaha kegiatan penunjang pelabuhan dapat dilaksanakan oleh :

a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pe ibuhan Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Ka};vupal n/Kota aiau Badan
Usaha Pelabuhan;

b. Badan Hukum Indonesia atau perorangan sei lah dipertimbangkan
oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Per erintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota ::tau Badan Usaha

Pelabuhan.

Pasal 43
Pelaksana usaha kegiatan penunjang pele ouhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 diwajibkan :
a. mcnj.aga ketertiban dan kebersihan ‘wiiayah pelabuhan yang
dipergunakan;

b. menghindari terjadinya gangguan kesmanan cdan hal lain yang
dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan;
dan

c. menjaga Kkelestarian lingkungan.

BAB VIII
PELABUHAN DARATAN
Pasal 44
(1) Pelabuhan daratan merupakan suatu tempat tertentu di daratan
yang berfungsi sebagai pelabuhan umum.
(2) Menteri menetapkan lokasi pelabuhan daratan. ¢
(3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan pembangunan

dan pengoperasian pelabuhan daratan sesuai dengan kewenangan

vada salalacaboa S g1 ..
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(4) Penetapan lokasi pelabuhan daratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan :

a. tersedia jalur yang mcnghubﬁngkan ke pelabuhan laut yang
terbuka untuk erdzgangan iuar negeri,

b. berada di daerah yang mememu iki potensi di bidang produksz

 dan perdagangan yang telah dik mbangkan; dan '

c. rencana tata tuang wilayah yang bersangkutan.

(5) Pembangunan dan pengoperasian pél&buhan daratan sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (3) harv : memenuhi persyaratan :

a. memiliki izin penetapan lokasi ;

b. menguasai tanah dengan lu s tertentu sebagai daerah
lingkungan kerja; dan _

Wi, »

c. memuliki prasarana dan sarara sehingga dapat berfungsi
scbagai pelabuhan daratan.

(6) Terhadap pelabuhan daratan diberlakukan ketentuan-ketentuan
yang berlaku bagi pelabuhen uraum untuk tata laksana dan
ketentuan umum ekspor impor harzang.

Pasal 45

Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam i’asal 38 ayat (1) di
pelabuhan daratan dilakukan oleh :

a. Unit pelaksana teknis ‘pelabuhan -daratan Pemcnntah Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; atau

b. Unit pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan.

BAB IX
KERJA SAMA
Pasal 46

(1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Badan Usaha

Pelabuhan  dapat mengikutsertakan  Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Wahrinatan /Wata dnc D32 v 0
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Kerja sama Badan Usaha Pelabuhan dengan Pemerintah Propinsi?
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilaksanakan secara menyeluruh dan bersifat nasional.

Dalam meiaksanakan kirje sama dengan Badan Usaha Pelabuhan,

Pemerintah Propinsi, Per 'rintah Kabupaten/Kota, menibentuk

Badan Usaha Milik Da:cah yang khusus didirikan untuk
mengusahakan jasa kepelat 1hanan.

Dalam melaksanakan kerj: sama sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) Badan Usaha Pelabuhan harus memperhatikan
kepentingan umum dan pri sip saling menguntungkan.
Mckanisme kerja sama se agaimana dimaksud dalam ayat (2),
diatur lebih lanjut dexigan | :putusan Mentexi.

Paszl 47

Kerja sama dazlam penyelenggaraan pelabuhan umum

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan untuk :

a. pembangunan kolam pelabuhan.dan perairan untuk lalu lintas
kapal dan tempat berlabuh;

b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat,
bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas
naik turun penumpang; :

C. pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dcngan pemberian jasa
penundaan kapal laut;

d. penyediaan dan pelayanan jasa . gudang dan tempat
‘penimbunan barang, angkutan di perairan pclabuhan, alat
bongkar muat serta peralatan pelabuhan;

¢. penyediaan berbagai bangunan dan lapangan di atas tanah
dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepenhngan
kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;

f. penyediaan jaringan jalan dan Jembatan, tempat tunggu
kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi

ain waismesema  daeea Lot 1 %
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g. penyediaan jasa termina! peii kemas, curgh cair, curah kering
dan Ro-Rg;
h. penyediaan jass lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa
kepelabuhanan.
(2) Kerja sama sebagai nana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilaksanaken untuk :itu jenis jasa atau lebih scsuai peraturan

perundang-undangar yang berlaku.

BA3 X
TARIF Ft .LAYANAN
JASA KEPE: ABUHANAN

Pas 1 48
Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan pada
jenis, stmkt;:r dan golongan tarif serta dengan memperhatikan :
a. kepentingan pelayanan umum;
b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
e !:ep;cntingan pengguna jasa;

d. peningkatan kelanicaran pelayanan jasa:

e

pengembalian biaya; dan

-

pengembangan usaha.

Pasal 49

(1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari -
a. pelayanan jasa kapal;
b. pelayanan jasa bérang;
¢. pelayanan jasa penumpang;
d. pelayanan jasa alat;

€. . pelayanan jasa kevelabuhanan lainnva,
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Struktur tarif pelavanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka
tarif dikaitkan dengan taianan waktu dan satuan ukuran dari
setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari
beberapz jewis pelayanan jass kepelabuhanan dalam satu paket
pungutan.

Golongan arif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan
penggolong: n tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan
jasa kepela! uhanan, Klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di
pelabuhan,

Ketentuan e oih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif
pelayanan j: sa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 50

saran tarif jasa kcbclabuhanan pada pelabuhan umum yang
disclenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan
Pemeriniah dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi
dan Femerintali Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang
diselenggarakan olch Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh
Badan Usaha Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

5 BAB XI
PELABUHAN KHUSUS -

Pasal 51

Lokasi pelabuhan khusus merupakan satu kcsatu&n dengan
Tatanan Kepelabuhanan Nasional.

Penetapan lokasi pelabuhan khusus ditetapkan oleh Menteri

setelah  meandanat ralawmandaal. 2 Pt R L

E | Eal
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Pengelolaan pelabuhan khusus dapat dil~kukan oleh Pemerintah,

emerintah Propinsi, Pemerintzh Kabupaten/Kota atau Badan

Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang

kegatan tertentu.

Per zelolaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) iapat dilakukan dalam hal :

a. oelabuhan umum - yang ada tidak dapat melayani jasa
epelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan
- emampuan fasilitas yang tersedia,

b. erdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional,
(kan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamat-
in  pelayaran apabila membangun dan -mcngopcrasikin

selabuhan khusus.

Pasal 52

Peiabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1), berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan keventingan pelabuhan umum yang merupakan satu
kesatuan Tatanan chcl_abuhz;nan Nasioral. |
Wilayah pelabuhan khusus incliputi daratan dan perairan, atau
perairan, _

Penggunaan wilayah daratan pada petabuhan khusus dilaksana-
kan oleh Pengelola Pelabuhan khusus sesuai ketentuan peraturan
perunidang-undangan yang berlakuy,

Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan
pelabuhan khusus dilakukan dengan memperhatikan :

a. alur pelayaran dan perlintasan kapal;

b. olah gerak kapal;

¢. keperluan darurat;

d. tempat labuh kaval:
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c. kelestarian lingkungan; dan -

f. aspek pertahanan dan keamanan.

Pengelola Pelabuhan khusus wajib menycdiikan dan memelihera
Sarans Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam
pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus
lalu lintas kapal dan barang serta tugas pemerintahan di
pelabuhan khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengensi penggunaan wilayah perairan
untuk pelabuhan khusus dan kewajiban pengelola pelabuhan
khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 53

Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pe-
labuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannyz.

Daratan hasil reklamasi di dalam perairan pelabuhan khusus
dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola pelabuhan

khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

M

@)

berlaku.

Pasal 54

Pembangunan pelabuhan khusus' harus berdasarkan izin yang
diberikan oleh :

a. Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional;

b.  Gubernur untuk pelabuhan khusus regional;

c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.

Pembangunan pelabuhan khusus dilakukan setelah memenuhi
persyaratan :

a. administrasi vane tardiri dar -
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1) akte pendirian perusahsan, .-

2) Nomor Pokok Wajib Pajak;

3) izin usaha pokok dari instansi terkait;

4) akte/sertifikat penguasaan tanah,;

5) proposal rencana kegiatan, |

6) memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus;

7) rekomendasi dari pejabat pelaksana fungsi keselamatan
pelayaran.

b. teknis yang terdiri dari :

1) rencana induk pelabuhan;

2) tata letak dermaga, _

3) gambar konstruksi bangunan pokok (denah, tampak, dan
potongan);

© 4) gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil

survel mengenai pasang surut dan arus; '

5) hasil survei kondisi tanah;

6) hasil kajian keselamatan perlayaran termasuk alur
pelayaran dan kolam pelabuhan; _

7) batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-
titik koordinat geografis,

8) kelayakan/kajian lingkungan.

(3) Penctapan atau penclakan pelaksanaan pemBangunan pelabuhan -
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Penolakan permohonan penetapan pelaksanaan pembangunan
pelabuhan  khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
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Pasal 55 -

Pembaiigunan dan pengoperasian peiabuhar khusus, wajib ber-

pedoman pada :

a.

h

=h

rencana induk pelabuhan;

standar disain bangunan, alur, kolan: dan peralatan pelabuhan;

c. standar kehandslan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
d.

standar pelayanan operasional pelabuhan;
keselamatan pelayaran; dan

kelestarian lingkungan.

Pasal 56

Rencana induk pelabuhan, standar disain bangunan, alur, kolam dan
peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan _pcralataﬁ
pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, keselamatan
pelayaran dan kelestarian lingkungan scbagalmana dimaksud dalam
Pasal 55 d:tctapkan oleh Menteri,

Pasal 57

Dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan khusus.diwajibkan :

a.

C.

mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang
kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan
berlayar dan pengelolaan lingkungan;

mentaat: peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah
lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama
pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yang bersangkutan;

melaksanakan pekerjaan pembarigunqn selambat-lambatnya 1
(satu) tahun sejak izin pembangunan-ditérbitkan;
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e. melaksanakan pekerjaan nembanzunan pelabunan kiusus scsitai
dengan jadwal yang ditetapkan; dan

1, melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhay (khusus secara
berkala kapada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota,

Pasal 38
(1) Pengoperasian pelabuhsn khusus harus berdasarkan izin yang
diberikan oleh :

&. Menteri untuk pelabuhan khusus nasional/internasional;

b. Gubernur uniuk pelabuhan khusus regionaf; |

c¢. Bupati/Welikota untuk pelabuhan khﬁsus Jokal,

(2) Izin operasi schagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama
pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
(3) Pengoperasian pelabuhan khusus dilakukan setclah memenuhi

persyaratan: .

4. pembangunan pelabuhan kKhusus telah sclesai dilaksanakan
sesuri dengan persyaratan pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2,
keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
pengelolaan lmgkungan
memiliki sistem datf pvo;cdur pelayanan; dan
tersedianya  sumber ‘daya -manusia di bidang teknis
pengoperasian  pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan
serlifikasi yang diatur dengan Keputusan Menteri,

e 20 T

-~ Pasal 59

Méngelola Felabulmn khusus yang felah mcndapalkan izin operasi
diwajibkan :

a. mentaali peraturan perundang-undangan dan keteniuan di bidang
pelayaran serla kelestarian lingkungan;

b, mentaati .,
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b. mentaati peraturan perundang-undangan dag instansi Pemerintah
lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknys;
c. bertanggung jawab sepenulinya atas pengoperasian pelabuhan
khusus yang bersangkutan; dan
d. melaporkan kegiatan operasional scﬁhp bulan kepada pemberi
izin, '
Pasal 60
(1) Dilarang menggunakan pc!ahuhan khusus untuk kepentingan
umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal_.54 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1).
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dapat’
berupa :
a. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan
" jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan
fasilitas yang tersedia ;
b. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga
mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umunt; atau
c. pada daersh yang bersangkutan tidak terdapat. pelabuhan

umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang
memadai.

(3) Izin penggunaan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di
pelabuhan tersebut dapat menjamin kesclamatan pelayaran dan
pelaksanaan pélaya.nan jasa kepelabuhanan dilaksanakan melalui
kerja sama dengan pelabuhan umuni terdekat.

(4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya
bersifat somentara, dan apabila pelabuhan unmium telah dapat
berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan
pelabuhan khusus untuk kepentingan wmum dicabut,
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FPazal 61 LR

Dalam hal velabuhan khusus digunakan selain untuk kegiatan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atan
digunakan urntuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (4), diberlakukan ketentuan tarif jasa pada
pelabuhan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan umum terdekat
bekerja sama dengan pengelola pelabuhan khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan tarif jasa
kepelabuhanan dan tata caranya diatur dengan Keputusan
Menteri,

- Pasal 62

Izin operasi pelabuhan khusus dapat dialihkan kepada pihak lain
bersamaan dengan usaha pokoknya.

Pengalihan izix operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (15. _

Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola
pelabuhan khusus, Pengelola Pelabuhan khusus wajib melaporkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tidak melaksanakan

usaha pokoknya kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota
sesuai dengan kewenangannya.

L

Pasal 63

Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang

izin ;
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a. tidak melaksanakan pekerjaan pembaf@unan dalam jangka
waktu 1 (satv) tahun seteiah izin pembangunan pelabuhan
khuzus diberikany’

b. tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan

| khusus;

c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :

a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3); :

b. menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum
tidak berdasarkan izin sebagmmana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (1).

(3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan tenggang waktu masing-masing 1(satu) bulan.

(4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) pemegang izin pelabuhan khusus tidak melakukan usaha
perbaikan ates peringatan yang telah dlbenknn, maka izin
pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut,

Pasal 64

Izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan ich'usus dicabut tanpa

melalui proses peringatan, apabila Pengelola Pelabrthan khusus yang
bcrsangkutan

a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara; atau

b. memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus dengan cara
tidak sah. '
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Fasal 65 A

(1) Pelabuhan khusus capat ditingkatkan kemampuan pengoperasi-
annya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan
tingka! tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhan-
an dan lalu lintas angkutan laut. .

(2) Atas usul Pengelola Pelabuhan khuﬁus dapat ditetapkan pelayanan
operasional 24 (dua puluh empat) jam oleh :
a. Menteri atau pejabat yang dlitunjuk untuk pelabuhan khusus

nasional/internasional;

b. Gubernur untuk pelabuhan khusus regional;
c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan khusus lokal.

(3) Penctapan pedoman operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat)
jam sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Pasz] 66 Yin
Persyaratan penetapan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat)
jam meliputi :
a. kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut dan sarana bantu
navigasi pelayaran;

kesiapan pelayanan pemanduan;

-3

kesiapan fasilitas pelabuhan;

o o

kesiapan gudang di luar pcla.buhan;_

]

keamanan dan ketertiban;

=

kesiapan sumber daya manusia operasional dan tenaga kerja
bongkar muat;

8. kesiapan sarana transportasi darat;

rekomendasi dari pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran,
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BAB XII o

PELABUiIAN YANG TERBUKA BAGI
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 67

Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus dapat ditetapkan sebagai
pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

Kegiatan pada pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang
dan/atau hewan.

Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri scbagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat. disinggahi
kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing
yang berlayar dari dan atau ke luar negeri.

Pasal 68

Peneiapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri

dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;

b. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang
mengakibatkan mcnhgkatnya‘ mobilitas orang, barang dan
kendaraan dari dan ke luar negeri; ) .

c. kepentingan pengembangan kemampuhn angkutan laut

nasional yaitu dengan meningkatnya Kerja sama antara

perusahaan pelayaran nesional dengan perusahaan -pelayaran
asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari
dan ke luar negeri;

pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan

peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan

nasional, sehingga menuntut ‘pengembangan 'pelayanan

- angkutan laut vang memiliki ianokaran relavawan waun 1oLt
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kepentingan nasional lainnya yang. mendorong sektor

pembangunan lainnya.

(2) Persyaratan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan

luar negeri :

a.

bl

aspek administrasi yang terdiri dari :
1) rekomendasi dari Gubernur, Bupati/Walikota;

2) rekomendasi dari pelaksana fungsi keselamatan pelayaran
di pelabuhan.

aspek ekonomi yang terdiri dari :

1) menunjang industri tertentu,

2) arus barang umum minimal 10.000 Tor/takun;

3) arus barang ekspor minimal 50.000 Ton/tahun.

aspeic keselamatan pelayaran yang terdiri dari :

1) kedalaman perairan di muka dermaga minimal - 6 M LWS;

2) luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 8 (tiga) buah
kapal; ' -

3) sarana bantu navigasi pelayaran;

4) stasiun radio operasi pantai;

5) prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu;

6) kapal patroli. -

aspek teknis fasilitas kepelabuhanan terdiri dari :

1) dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan;

2) gudang tertutup; ‘

3) peralatan bongkar muat,

4) PMK 1 (satu) unit;

5) fasilitas bunker;

6) fasilitas pencegahan pencemaran,

fa_silitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi Bea dan
Cukai, Imigrasi, dan Karantina,
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Dalam hal persyaratan scbagaimana dinmksud dalam ayat (1)
telah dipcnuhi, Menteri menetapkan pelabuhan yang terbuka
untuk perdagangan luar negeri sctelah mendapat pertimbangan
dari Menteri yang bcmnggtmg jawab di bidang perindustrian
dan perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di
bidang keuangan. - . '

BAB XIII

FASILITAS PENAMPUNGAN
LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 69

Pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan
fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang
menyebabkan pencemaran.
Ketentuan lebih lanjut mergenai fasilitas penampungan limbah
atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 70

Penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1), dioperasikan oleh Penyelenggara
Pelabuhan umum s.tgu Pengeloln_?elabuhan khusus.

Badan“_l_-lul_:um- Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat
melakukan kegiatan usaha pem_m"tﬁdngan limbah atau bahan lain
dari kapal, dengan persetujuan Penyelenggara Pelabuhan umum

atau Pengelola Pelabuhan khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian fasilita3--

- penampungan limbah atau bahan lain di pelabuhan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
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BAB XIV .=
GANTI RUGI

Pasal 71

(1) Setiap oranz dan/atau 5adan Usaha vang melaksanakan kegiatan
di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengsanti kerugian atas
setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan
yang diakibatkan oleh kegiatannya.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya
perbaikan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang
bersangkutan.

(3) Pemilik dan/atau operator kapal yang mengakibatkan kerusakan
dan/atau tidak berfungsinya bangunan dan/atau fasilitas
pelabuhan  umum wajib meninggalkan jaminan untuk

pelaksanaan ganti rugi sebeium kapal berlayar.

Pasal 72

Besarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan,

Pasal 73

(1) Jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(3) diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat domisili
pelabuhan.’ '

(2) Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memberikan bukti penitipan jaminan ganti rugi kepada pemberi

Jaminan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan
umum, |

(3) Dalam hal pemberi jaminan telah melaksanakan seluruh kewajib-

annya dalam kaitan dengan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3). iaminan eanti miei damat
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Pasal 74

(1) Penyeienggara Pelabuhan uiaum bertanggung jawab terhadap
kerugian pengguna jasa atau pihak ke tiga lainnya karena
kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.

(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayet (1)
ditentukan berdasarkan kerugian yang nyata diderita.

BAE XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Pelabuhan umum yang telsh discienggarakan oleh Badan Usahia
Pelabuhan, penyelenggaraannya tetap diselenggarakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan.

Pasal 76

(1) Pelabuhan regional yang telah disclenggarakan oleh Pemerintah
(Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan), penyelenggara-
annya dlhmpa.hkan kepada Pemerintah Propinsi,- sebagai tugas
dekonsentrasi.

(2) Pelabuhan lokal yang telah dlselenggarakan oleh Pemerintah
(Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan), penyelenggara-

annya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota,

scbagal
tugas desentralisasi.
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Pasal 77

Pelabuhan umum yang penyelenggaraannya oleh Badan Usaha
Peigbuhan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pemerintah

Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2),
apabila hirarki peran dan fungsinya berubah, tidak mengubah status

penyelenggaraannya.

(1

@

(€))

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pelimpahan atau penyerzhan penyelenggaraan pelabuhan laut
(Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) oleh Pemerintah kepada
Pcmcrintafx Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan
dengan hirarki fungst pclabulian laut, dapat dimulai pada tahun
2002 sepanjang telah disediakan anggaran dan pernyataan
kesanggupan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk pengoperasian pelabuhan laut terseput.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua pelabuhan
yang telah ada dan beropersasi, tetap dapat beroperasi, dengan
ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sejak “Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam hal ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang menyebabkan
perlunya dilakukan penyesuaian status pelabuhan khﬁ:sus atau
fasilitas dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak

ketiga ...
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ketiga, maka penyesuaian status akan dilaksanakan selambat-
lambainya 1 {satu) tahun sejak ditetapkannya daerah lingkungan
keria dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang

bersangkutan.
BAB XVII f
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah .
ini yang mengafur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku
scpanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan
Pemerintah Nomor . 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3661), dinyatakan tidak berlaku. | '

Pasal 81

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

£

Agar ..
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Agar seliap orang mengetahuinya, memerintchkan pernigundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan pecnempatannya dalam Lembaran

Négam Republik Indonesia.
. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2 001
PRESIDEN KEPUBLIK IND{ NESIA,
' ttd
MEGAWATI SOEKARNO 'UTRI
Diundangkan di Jakarta

" pada tanggal 17 Gktcher 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd '
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya
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ATAS -
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2001
TENTANG
KEPELABUHANAN

UMUM

Pelabuhan scbagai salah satu unsur dalam - penyclenggaraan pelays ;an memiliki
peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelerggraanrys dikuasai oleh .
negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangk: menunjang,
menggerakken, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetay can wawasan
-nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional.

Pembinaan pelabuhan ygng dilakukan oleh Pemeriniah meliputi aspe : pengaturan,
- pengendzlian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan
peneniuai kebijakan umum. maupun teknis operasional. Aspek pengendalian
~~mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan. Sedargkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan
" kepelabuhanan.

Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelaburanan
Nasional yang diiujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan
keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian
hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di
pelabuhan, mengakomodasi tf:knologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan
- dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kcﬁenﬁngan. umum.
_Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
"‘Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
.Pcmcrintah_ dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan .

- penataan dan pengaturan kembali mengenai kepelabuhanan yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan,

Untuk ...
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Uutuk kepentingan tersebut di aias maka dalam Peraturan~Pemerintah ini diatur
ketentuan-ketentuan mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasionai, penetapan lokasi,
~ daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan peiabuhan umum,
' pembangunan dan pengoperasian pelabuhan  umum dan pelabuhan khusus,
 pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum, pelayanan jasa kepelabuhanan di
 pelabuhan umum, usaha kegiatan penunjang pelabuhan, ke ja sama, tarif pelayanan
Jasa kepelabuhanan, hal-hal menyangkut pelabuhan khus i, ketentuan méngenai
pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, fasilit s penampung limbah di
pelabuhan, dan hal-hal menyangkut ganti rugi, untuk mer zakomodasikan otonomi
daerah di bidang kepelabuhanan yang keseluruhannya me upakan unsur penting.
dalam penyelenggaraan pelabuhan agar dapat berdaya guna d n berhasil guna.

. Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat (2)
Meksud dan tujuan penyusuran Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah
tertatanya pelabuhan dalam peta zeografis sesuai dengan peran yang
diembannya dengan mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas
bangsa dan negara serta terciptanya efisiensi pel_ayaﬁan umum yang berskala
nasional dan internasional sebagai perwujudan dari kewenangan Pemerintah
dalam rangka perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara

makro di bidang kepelabuhanan, maka diperlukan penctapan jaringan
infrastruktur pelabuhan dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional,

Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah pedoman dalam perencanaan
pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia
baik pelabuhan umum, pelabuhan khusus, pelabuhan penyeberangan,
pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan daratan maupun

Pelabuhan ...
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pelabuhan perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk téfjalinnya suatu jaringan
infrastruktur pelabuhan sccara terpadu, serasi dan harmonis, sehingga dapat
bersinergi dan bersifat dinamis.
Dengan adanya Tatanan Kepelabuhanan Nas:onal diharapkan penyelenggara-
an pelabuhan lebih handai dan berkemamp:an tings ;, antara satu pelabuhan
dan pelabuhan lain akan saling bersinergi sesuai d ngan peran dan fungsi
masing-masing pelabuhan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Huruf a
Tata ruang wilayah adalah tata ruang wilayih nasionial, tata ruang
wilayah Propinsi dan taia ruang wilayah Kabupsten/ Kota.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi pada -wilayah yang

~ bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jclas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)
| Cukup jelas

Pasal 4 ...
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Huruf a

Pelabuhan laut dapat dipergunaken untuk kegiatan menaikkan dan
menurunkan penumpang, membongks © dan memuat barang umum,
komoditi sejenis atau untuk melayani :apal sejenis, seperti Qdabuhan
batu bara, pelabuhan perikanan seb:gai prasarana perikanan, dan
pelabuhan untuk kapal wisata sebagai pe abuhan marina.

Huruf b

Pelabuhan sungai dan danau dapat dipe gunakan untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang atau bongkar r .uat barang.

Huruf ¢

Ayat (2)

Pelabuhan penyeberangan dipergunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan.

Angkutan penyeberangan dimaksudkan untuk melayani angkutan
pcnumpang darn kendaraan pada lintas penyeberangan,

Lintas penyzberangan tidak seialu menghubungkan antar dua pclabuhan
penyeberangan, dan dimungkinkan juga menghubungkan antar dua
pelabuhan laut atau sungai dtau menghubungkan autara pelabuhan laut
dengan pelabuhan penycberangan yang dilavani sebagai angkutan
penyeberangan dan hanya untuk melayani kepentingan umum,
Penetapan pelabuhan penyeberangan dilakukar dalam hal pembangunan

dan pengoperasiannya ditujukan untuk itu dan memenuhi persyaratan
sebagai pelabuhan.

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

- Cukup jelas

~ Hurufb ...
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Huruf b %
Cukup jelas
Huruf ¢

Kegiatan jasa kawasar adalah kawasan perdagangan dan jasa kawasan
industri yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan
sebagai kegiatan yang aengarah kepada konsolidasi barang untuk
meningkeatkan nilai tambe 1 barang. |

Huruf d :
Kegiatan .penunjang kep: labuhanan dimaksudkan untuk menampung
tuntutan dan kebutuhan kehidupan masyarakat (life suppori) pada
daerah yang telah berke nbang, seperti kawasan wisata dan rckreasi,
perbaikan lingkungan dar pemukiman.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Hurufb
Yang dimaksud kegiatan tertentu untuk kepentingan sendiri antara lain
kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian dan
pariwisata, termasuk pula yang digunakan untuk kepentingan
pemerintahan, penelitian, pendidikan dan latihan serta sosial.
Pasal 5 _
Ayat (1)

Hirarki peran dan fungsi pelabuhan adalah penataan pelabuhan yang
didasarkan pada peran dan fungsinya. Hirarki peran dan fungsi pelabuhan
dalam jaringan infrastruktur pelabuhan ditetapkan berdasarkan kritefia.

Pclabuhan ..,
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Pelabuhan menurut hirarki peran dan fungsi terdiri dari pelabuhan utama dan
pelabuhan pengurmpan. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang mempunyai
jangkauan pelayanan yang luas, frekuensi kapal dan volume Dbesar,
mempengaruhi perkemba gan ekonomi secara nasional/internasional,
‘berperan dalam iranspor isi dan perdagangan antar negara, tingkat
keselamatan pelayaran yang diperlukan tinggi, dan memiliki fasilitas dengan
teknologi tinggi sesuai deng in standar internasional serta merupakan simpul
jaringan pelayaran nasion. l/internasional dan berfungsi sebagai perekat
dalam sistem transportasi 1asional, sehingga apabila fungsi dan peranan
tersebut tidak dapat dilaksan ikan akan mengganggu kepentingan nasional.
Pelabuhan pengumpan aalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan
pelayanan-nya terbatas ine iyani Propinsi, Kabupaten/Kota, frekuensi kapal
dan volume terbatas, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara
lokal/regional, berperan da am transportasi dan perdagangan dalam Propinsi,
antar Kabubatcm’l(ota, tingkat keselamatan pelayaran tinggi, dan memiliki
fasilitas dengein teknologzi tepat guna serta merupakan simpul jaringan
pelayaran regiona!/nasional sehingga apabila fungsi dan peranan tersebut
tidak dapat dilaksanakan hanya berdampak pada kegiatan regional.
Hurufa
Pelabuhan internasional hub adalah pelsbuhan utama primer yang
berfungsi meiayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan
internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang sangat
luas serta merupakan simpul dalam jaringan transporatasi lau
internasional. ¥

Huruf b

Pelabuhan int_ernasional adalah pelabuhan utama sekunder yang
berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan
internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas

serta merupakan simpul dalam jaringan transporatasi laut internasional.

Hurufec ..,
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Huruf c :
Pelabuhan nasionzal edalsh pelabuhar utama tersier vang berfungsi
melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan inter-
nasiona! “‘alam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam
jacingan tr .nsportasi tingkat Propinsi.

duruf d
Pelabuhan egional adalah pelabuhan pengumpan primer yang berfungsi
melayani k :giatan dan alih muat angkutan laut nasional dalam jumlah
yang relati{ kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama.

Huruf e
Pelabuhan okal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi
melayani legiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta

mcrupakan penguwiapan pada pelabuhan utama dan/atau faclubuhan
regional.

Ayat (2)

Huruf & _

Pelabuhan penyeberangan iintas Propinsi dan antar Negara adalah
pelayanan penyeberangan yang menghubungkan jalan arteri atau jalur
kereta gpi yang berfungsi sebagai pelayanan lintas utama.

Huruf b -
Pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota adalah pelayanan
penyeberangan yang menghubungkan jalan kolektor lokal atau jalur
kereta api yang berfungsi melayani lintas cabang. |

Huruf ¢ |

Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota adalah

pelayanan penyeberangan yang menghubungkan jalan lokal.
Ayat (3)

Huruf a

Pelabuhan Kkhusus

&
L]

nasional/internasional adalah pelabuhan yang
berfungsi untuk melayani angkutan bahan baku, hasil produksi dan

pevalatan ...
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peralata:: penunjang produksi sendiri daiam jumlah besar dan jargkauan
pelayanan nasionai/internasional, tingkat keselamatan pelayaran tinggi
dengan teknologi tinzgi serta berperan dalam perkembangan ekononii

sec \ra nasional.

Huruf b _
Pei buhan khusus regional adalah pelabuhan yang berfungsi untuk
me ayani angkutan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang
prc duksi sendiri dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan
na: onal/ internasional, tingkat keselamatan pelayaran tinggi dengan
tek 10logi menengah serta berperan dalam perkembangan ekonomi secara -

res ional.

Huruf ¢ :
Pe'1buhan khusus lokal adalah pelabuhan yang berfungsi untuk melayani
angkutan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi
sendiri- dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan regional, tingkat
keselamatan’ pelayaran tinggi dengan teknologi tepat guna serta berperan
daiam perkenibangan ekonomi secara lokal,

Cukaup jelas

Pa$a1 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penyelenggaraan pelabuhan umum oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah didasarkan pada pelimpahan sebagian \'k;ewenang
Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

penyelenggaraan pelabuhan, kecuali untuk aspek pengaturan, pengawasan
dan pengendalian tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.

Ayat (2) ...
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Ayat (2) v

Peryelenggaraan pelabuhan khusu. oleh Pemerintah Propinsi dan Pemeriniah
Kabupaten/Kota dimaksudkan unfuk memberi peluang kepada Femeriniah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengelola pelabuhan
khusus yang baru. Penyelenggaraan pelabuhan khusus yang baru dapat juga
dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia.

A at (3)
Cukup jelas

A at (4)
Cukup jelas

Pasaf | 0
C akup jelas

Pasal [1
Cukup jelas

" Pasal 12

Ayat (1) .
Lokasi pelabuhan adalah wilayah daratan dan/atau perairan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Hurufb
Cukup jelas

Huruf ¢

Aspek kelayakan teknis memperhatikan luas perairan (alur d.an kolam),

peta  bathimetry/kedalaman perairan,  karakteristik g¢lombang,

karakteristik ‘pasang-surut dan arus, erosi dan pengendapan, kondisi

lapisan tanah, luas daratan dan peta topografi,

Hurufd ...
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Hurufd e=
Aspek kelayakan ekonumis memperhatikan preduk Domestik Regional
Bruto, aktivitas/perdagangan dan industri yang ada sorta prediksi di masa
mendatang, perkembangan aktivitas volume barang dan penumpang,
kontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk dan perhiiungan
ekonomis/finansial.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Aspek kelayakan lingkungan memperhatikan daya dukung lokasi, daerah
perlindungan dan suaka flora dan fauna.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

‘Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Aspek pertahanan dan keamanan Negara memperhatikan pertimbangan
dari Dcpartemen Pertahanan, Tentara Nasiona! Indonesia, dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk lokasi yang erat hubungannya dengan
kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan
Negara. '

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
'Cﬁkup jelas:

Ayat (25
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Ayat (2)

Cukup jelas

Avat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kegiatan jasa kepelabuhanan adalah kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan
yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan atau
Badan Usaha Pelabuhan. _

Kegiatan penunjang kepelabuhanan dimaksudkan untuk menampung tuntutan
dan kebutuhan kehidupan masyarakat (life suvporf) pada daerah yang telah
berkembang, dapat berupa kawasan wisata, rekreasi, perbaikan hngkunga.n
dan pemukiman.

Ayat (5)

Fasilitas pokok pelabuhan yang berupa lapangan penumpukan hanya di
pcrunmkkarl bagi pelabuhan laut sedangkan untuk pergudangan
diperuntukkan bagi pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau.

Fasilitas penunjang pelabuhan yang berupa kawasan. indusiri dan kawasan
perdagangan hanya diperuntukkan bagi pelabuhan laut.

Ayat (6)

Pasal 14

Perairan pandu diperuntukkan bagi pelabuhan laut.

Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang dimaksudkan untuk
mengantisipasi kemungkinan perluasan daerah lingkungan kerja pelabuhan
sesuai dengan rencana mduk pelabuhan,

Kapal mati adalah kapal yang untuk sementara tidak dapat dioperasikan lagi

karena tidak berfungsinya tenaga penggerak utama dan tenaga penggerak
bantu kapal tersebut.

Cukup jelas

Pasal 15 ...
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Pasal 15 “s
Cukup jelas .
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Pada dasarnya, daerah lingkungan kerja pelabuhan umum digunakan untuk -
pelayanan jasa, namun demikian, pelayanan dimaksud dapat juga meliputi

 wilayah di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan sepanjang berkaitan
langsung dan merupakan kesatuan dengan jasa yang diberikan di dalam
daerah lingkungan kerja pelabuhan, yaitu pelayanan jasa pemanduan dan
penundaan, dan dalam keadaan tertentu untuk kegiatan rede transport.

Ayat (4) |

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18-
Cukup jelas

P_asal 19 _
Cukup jelas

.~ Pasal 20
Ayat (1)

Hurufa

Kelestarian lingkungan dilaksanakan sesuaj dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku. '

Hurufb...
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Furuf b 2
 Kewajiban penyelenggara pelabuhan dalam penyediran sarana bantu
navigasi pelayaran adalah untuk mementhi persyaratan keselamatan
pelayaran dalam pengoperasian pelabuhan umum.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
" Fasilitas di sisi air adalah bangunan yang digunakan untuk fasilitas umum dan

keselamatan pelayaran yang antara lain meliputi dermaga, trestle, alur, rambu,
sarana bantu navigasi pelayaran, talud, cause way, penshan gelombang dan
groin.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24 ...
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Pasal 24 et

Cukup jelas
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan berlaku sebagai
izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan bidang pelayaran.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26
Pembangunan pelabuhan umum baru harus berdasarkan kepada Tatanan
Kepelabuhanan Nasional. Berdasarkan tatanan tersebut, Menteri menetapkan
lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan.
Pelabuhan umum baru yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/
atau Kabupaten/Kota kepemilikannya oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/
atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

_Pasal 27
Cukup jelas

. Pasal 28

_ Ayat (1)
Cukup jelas -

Ayat (2) ...
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Ayat (2) -
Cukup jelas
Ayat (3)
Penetapan Keputusai. Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan berlaku sebagai
izin pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
nerundang-undangan bidang pelayaran.
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1) -
Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan unit pelaksana teknis/satuan kerja instansi Pemerintah sebigaimana
dimaksud dalam huruf b, huruf ¢ dan huruf d, dilakukan sesuai ketentuan.

Ayat (3) ...
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A)Fat (3) -
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban umum di pelabuhan dilakukan
sesuai dengan kebutuhan (on call basis).

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Pelaksana kegiatan instansi Pemerintah dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas,
wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang-
undangan yarg berlaku,
Ayat (2)
Huruf a
Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam mengkoordinasikan kegiatan
instansi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa‘ kepelabuhanan,
memperhatikan dengan sungguh-sungguh upaya untuk menécgah

terjadinya kegiatan/tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya
kelancaran operasional pelabuhan.

Pcjabat ...
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Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenangnya
tidsk mencampur: kewenangan bidang teknis dari instansi Pemerintah
terkait dan pelayanan jasa kepelabuhanan cleh Penyelenggara Pelabuhan.

Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3) |
Cukup jelas

Pasal 37
Dalam ketentuan ini termasuk pula pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan
baru yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota atau yang dibangun oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas’
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huru®b

Pusat kegiatan pelayanan meliputi pusat kegiatan pelayanan bidang

pemerintahan, pelayanan jasa kepelabuhanan dan pelayanan bidang
ekonomi lainnya. '

Huruf ¢

Pelabuhan scbagai pusat distribusi dan konsolidasi barang adalah sesuai
dengan fungsinya sebagai simpul dalam jaringan transportasi di perairan.
Ayat (3)
Kegiatan tertentu yang dimaksud, antara lain, meliputi kegiatan di bidang
pertambangan, perindustrian, pertanian atau pariwisata.

Ketentuan ...
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Keientvan ini berlcku pula untuk fasilitas dermaga yang dibangun dan
dioperasikan oleh pihak ketiga yang ter fetak di dacrgh lingkungan kerja dan
daarah fingkungan kepentingan pelabuhan.

Ayat (4) '
Cukup jelas

Pasal _39
Cukup jelas

}b;.sa] 40

Ayat (1)
Penyclenggaraan pelabuhan périkanan scbagai prasarana perikanan yang
meliputi perencaneaan, pembangunan, pengoperasian, pengusahaan, perawat-
an, pengawasan dan pengendalian diatur tersendiri berdasarkan peraiuran
perundang-undangan bidang Perikanan. '

Ayal (2)
Pengaturan untuk- aspek keselamatan pelayaran di pelabuhan perlkanan dan

keberadaannya dalam latanan kepelabuhanan nas:onal berlaku kctenman
ya 1g diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cu ’(up jelas

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup jelas
~ Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Tata laksana dan ketentuan umum ekspor-impor meliputi-pelayanan jasa,
barang dan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

- Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) _
Pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh dan bersifat nasional dilakukan
mengingat tingkat kemampuan atau kinerja keuangan pelabuhan berbeda-
beda sehingga memerlukan subsidi silang.

Pengertian secara menyeluruh dalam kerja sama ini merupakan suatu
kesatuan yang terinte.grasi dalam penyelenggaraan kepelabuhanan,

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) ...
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Avat (5) s
Cukup jelas

‘Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Pelayanan jasa kapal meliputi pelayanan yang diberikan kepada kapal
sejak memasuki daerah lingkungan kerja peiapuhan sampai dengan -
tambat di dermaga dan kembali keluar daerah lingkungan kerja
pelabuhan.

Kegiatan dimaksud dapat berupa antara lain labuh, tambat dan bunker,

untuk pelayanan jasa pemanduan dan penundaan dilakukan di peréjran,
wajib pandu dan di perairan pandu luar biasa.

- Hurufb

Pelayanan jasa barang meliputi pelayanan terhadap barang sejak dari
palka kapal, bongkar dan atau muat, penumpukan, penyimpanan,
penyerahan dan sebaliknya. -

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d

Pelayanan jasa alat adalah pelayanan jasa yang diberikan untuk
penggunaan alat.

Huruf e *

Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya adalah pelayanan selain pel&yanan
Jasa kapal, barang dan jasa alat.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup jclas o
Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) _
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Kepentingan sendiri dalam kefentuan ini terbatas pada lalu lintas kapal atau
turun naik penumpang atau bongZar muat barang berupa bahan beku, hasii
produksi dan peralatan penunjang produksi uniuk kepentingan. sendiri,
Apabila barang yang diangkut berupa barang umum (general carge) yang
digunakan untuk kepentingan umuni, maka bongkar muat barang tersebut
dilakukan di pelabuhan umum terdckat. '

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 52

o Ayat (1) '
Cukup jelas

Ayat (2) ...
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Ayat (2) _
Wilayah pelabuhan khusus adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang
dipergunakan untuk operasi pelabuhan khusus serta untuk menjamin

keselamatan pelayaran.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas .

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
- Cukup jelas

Pasal 59 ...
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Pasa! 59 o3
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jeias
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Prinsipnya pengelolaan pelabuhan khusus hanya diperuntukan bagi
kepentingannyz sendiri, sechingga pengelola pelabuhan usus fHdak
diperkenankan uniuk melaksanakan kegiatan usaha jasa kepelabuhan .n di
luar kepentingannya sendiri.

Kerja sama yang dimaksud adalah penyelenggara pelabuhan umum terdekat
dalam melaksanzkan pungutan incmpcrhaﬁkm: hak dan kepentingan dari
pengelola pelabuhan khusus guna kelancaran dan ketertiban pelayanan jasa
kepelabuhanan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan adalah
apabila usaha pokok tersebut tidak lagi dilaksanakan dalam jang:k& waktu

sekurang-kurangny‘a 1 (satu) tahun secara berturut-turut,

Pasal 63 ...
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Ayat (1)
tluruf a
Cukup jelas

Hurufb

Dalam hal pembangunan pelabuhan khusus tidak dilanji: kan, pemegang
izin yang bersangkutan membongkar fasilitas yan; mengganggu
keselamatan pelayaran. ' '
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayt (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 64
Huruf a
Kegiatan yang membahayakan keamanan negara adaiah kegiatan yang dapat

mengganggu stabilitas nasional.

Huruf b
Cukup jelas

_ Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67 ...
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Pasal 67 it
Ayzat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Kegiatan pada pelabuhan khusus yang terbuka bagi rerdagangan luar negeri
terbatas pada lalu lintas kapal untuk mengangkut bal an baku, hasil produksi
dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan :endiri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Kepentingan pengembangan kemampuain angkutan laut nasional meliputi
perolehan pangsa muatan yang wajar dan perwujudan iklim usaha yang
sehat. : o
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Kepentingan nasional lainnya meliputi pula kepentingan pertahanan dan
keamanan nasicnal,
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 69 ...
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Pasal 69 ' e

Ayat (1)
Pengadaan fasilitas penampungan limbah mempertimbangkan antara lain
jumlah kunjungan kapal dan keberadaan fasilitas penampurgan limbah di
pelabuhan-pelabuhan terdekat,
Vang dimaksud dengan bahan lain yang n encemarkan dari kapal adalah
bahan-bahan sebagaimana ditentukan dalam nfernational Convention for the
Prevention of Pollution from Ship 1973.
Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peratu-an Pemerintah ini, pelabuhan
khusus yang kegiatannya menunjang usah: pokok antara lain di bidang
minyak dan gas bumi harus mematuhi ketenf 1an lain yang berkaitan dengan
upaya pencegahan pencemaran yang bersun ber dari kapal sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Ayat (2) '
Cukup jelas

Pasal 70 -
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) -

Meninggalkan jaminan ganti rugi adalah jaminan yang ditinggalkan pemilik
atau operator kapal agar kapal tetap dapat berlayar meninggalkan pelabuhan,

Pasal 72 ‘

Tingkat kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan yang nyata diderita, tidak
termasuk pendapatan dan keuntungan yang diharapkan,

Pazal ‘78 ...



